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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak 
anak dalam sistem peradilan pidana anak dan 
bagaimana pemeriksaan perkara anak Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif 
disimpulkan: 1. Perlindungan Hak-Hak Anak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, dimana hak-hak anak selama 
pemeriksaan perkara di pengadilan berupa 
perlindungan khusus melalui perlakuan secara 
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya. Anak perlu dipisahkan 
dari orang dewasa dan memperoleh bantuan 
hukum dan bantuan lain secara efektif serta 
memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak 
yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang 
yang tertutup untuk umum dan tidak 
dipublikasikan identitasnya termasuk 
memperoleh pendampingan orang tua/Wali 
dan orang yang dipercaya oleh Anak. 2.  
Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan 
menurut sistem peradilan pidana anak menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak telah mampu 
memberikan jaminan perlindungan bagi anak 
yang berkonflik dengan hukum, karena 
pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan 
upaya diversi dulu dan apabila tidak tercapai 
baru dilanjutkan ke proses persidangan. Anak 
disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak 
dan wajib didampingi oleh orang tua/Wali atau 
pendamping, Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.  
Kata kunci: Tindak Pidana, Terhadap Anak,  
Perlindungan  Anak 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, anak adalah masa depan bangsa 
dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.3  

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
untuk memberikan perlindungan pada anak 
masih memerlukan suatu undang-undang 
mengenai perlindungan anak sebagai landasan 
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut.  Pembentukan 
undang-undang ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam 
segala aspeknya merupakan bagian dari 
kegiatan pembangunan nasional, khususnya 
dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.4  

Orang tua, keluarga, dan masyarakat 
bertanggung jawab untuk menjaga dan 
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan 
kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 
Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan 
perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi anak, terutama dalam 
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah.5 

Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana 
bukan dalam pengertian secara keseluruhan, 
melainkan hanya terbatas pada proses 
pemeriksaan (penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan dan sidang pengadilan). Haruslah 
diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan 
hak asasinya dan berat ringannya hukuman di 
dasarkan pada tingkat kesalahan kepribadian 
dan kualitas perbuatannya.6   

 
3 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. I. 
Umum. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 
(Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para 
Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi 
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Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak 
harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah 
Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak).7 

Anak perlu mendapat pelindungan dari 
dampak negatif perkembangan pembangunan 
yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan 
gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang 
telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 
Anak. Penyimpangan tingkah laku atau 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor 
di luar diri Anak tersebut.8 

Kecenderungan meningkatnya kualitas 
maupun kuantitas pelangaran baik terhadap 
ketertiban umum maupun pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang oleh 
pelaku-pelaku muda usia atau dengan 
perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja 
yang mengarah kepada tindakan kriminal, 
mendorong kita semua untuk lebih banyak 
memberi perhatian akan penanggulangan serta 
penanganannya; khususnya di bidang hukum 
pidana (Anak), beserta hukum acaranya. Hal ini 
erat hubungannya dengan perlakuan khusus 
terhadap pelaku tindak pidana yang masih 
muda usianya.9 

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada 
Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak 
yang berada di lingkungan peradilan umum. 
Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, 
ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 
dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami 

 
Dapat Sebagai Pedoman, Cetakan 1, CV. Mandar Maju, 
Bandung, 1999, hal. 23. 
7  Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. I. Umum. 
8  Penjelasan Atas Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. I. Umum. 
9 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Peradilan Anak di 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993, hal. 2 

masalah Anak, Namun, sebelum masuk proses 
peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan 
masyarakat wajib mengupayakan proses 
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni 
melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur 
mengenai keseluruhan proses penyelesaian 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana.10 

Pembaruan hukum harus lebih 
memperhatikan kepentingan sosial masyarakat, 
karena hukum diberlakukan untuk kehidupan 
masyarakat. Pembaruan hukum pidana 
merupakan hasil keputusan bersama dari 
berbagai kewenangan dalam negara yang 
bekerja bersama-sama dalam menanggulangi 
masalah pidana. Untuk itu, upaya 
menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak 
cukup dengan menggunakan sarana hukum, 
tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial 
lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf 
hidup anggota masyarakat yang tergolong 
ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, 
perbaikan lingkungan, dan strategi-strategi 
sosial lainnya.11 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
penulis uraikan di atas, maka penulis memilih 
judul skripsi ini, yaitu “Tindak Pidana Terhadap 
Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. 
  
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak 
dalam sistem peradilan pidana anak? 

2. Bagaimana pemeriksaan perkara anak 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan 
Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum 
normatif Prosedur identifikasi dan inventarisasi 
bahan hukum mencakup bahan hukum primer, 
yaitu peraturan perundang-undangan, bahan 

 
10 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
11Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
(Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya), Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 315-316 
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hukum sekunder, yaitu literatur dan karya 
ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri 
dari; kamus-kamus hukum.  
  
PEMBAHASAN 
A.  Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2: 
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau 
instrumen untuk mengatur hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar 
masing-masing subjek hukum dapat 
menjalankan kewajibannya dengan baik dan 
mendapatkan haknya secara wajar. Di samping 
itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen 
perlindungan bagi subjek hukum. Pelanggaran 
hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu 
tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya 
dijalankan atau karena melanggar hak-hak 
subjek hukum lain. Subjek hukum yang 
dilanggar hak-haknya harus mendapatkan 
perlindungan hukum.12 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Pasal 3 Setiap Anak dalam proses 
peradilan pidana berhak: 
a. diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa;  
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan 

lain secara efektif;  
d. melakukan kegiatan rekreasional;  
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan lain yang kejam, tidak 

 
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi. 
Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011, 
hal. 265-266. 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya;  

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana 
seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, 
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat;  

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  
j. memperoleh pendampingan orang 

tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak;  

k. memperoleh advokasi sosial;  
l. memperoleh kehidupan pribadi;  
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi 

anak cacat;  
n. memperoleh pendidikan;  
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  
p. memperoleh hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 3 huruf (a) Yang dimaksud 

dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” 
meliputi melakukan ibadah sesuai dengan 
agama atau kepercayaannya, mendapat 
kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, 
mendapat perawatan rohani dan jasmani, 
mendapat pendidikan dan pengajaran, 
mendapat pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak, mendapat bahan bacaan, 
menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran 
media massa.  

Penjelasan Pasal 3 huruf (d) Yang dimaksud 
dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan 
fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan 
Anak harus memiliki waktu tambahan untuk 
kegiatan hiburan harian, kesenian, atau 
mengembangkan keterampilan.  

Penjelasan Pasal 3 huruf (e) Yang dimaksud 
dengan “merendahkan derajat dan 
martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka 
baju dan lari berkeliling, Anak digunduli 
rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh 
membersihkan WC, serta Anak perempuan 
disuruh memijat Penyidik laki-laki.  

Penjelasan Pasal 3 huruf (l) Selama 
menjalani proses peradilan, Anak berhak 
menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak 
diperbolehkan membawa barang atau 
perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan 
jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, 
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Anak berhak memiliki atau membawa selimut 
atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan 
tempat tidur yang terpisah. Penjelasan Pasal 3 
huruf (p) Yang dimaksud dengan “peraturan 
perundang-undangan” antara lain Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana dan 
Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. 

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik 
dengan hukum sesuai Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilaksanakan berdasarkan asas:  
a. pelindungan;  
b. keadilan;  
c. nondiskriminasi;  
d. kepentingan terbaik bagi Anak;  
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

Anak;  
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  
h. proporsional;  
i. perampasan kemerdekaan dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  
j. penghindaran pembalasan. 

Konvensi mengenai Hak-hak anak 
(Convention on the Rights of Child tahun 1989. 
Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak 
untuk memperoleh perlindungan dan 
kesempatan serta fasilitas khusus bagi 
kesehatan dan pertumbuhan mereka secara 
normal. Konvensi juga membentuk Komite 
tentang Hak-hak anak yang mengawasi 
implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi 
dan membahas laporan-laporan yang 
disampaikan negara-negara anggota.13  

Perlindungan anak adalah suatu usaha 
mengadakan kondisi dan situasi yang 
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban 
anak secara manusiawi positif yang merupakan 
pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu 
masyarakat. Dengan demikian perlindungan 
anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 
penghidupan dan kehidupan bernegara, 
bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan 

 

13Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan 
dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-3, PT. 
Alumni. Bandung. 2001, hal 606-607. 

hukum, demi perlakuan benar, adil dan 
kesejahteraan anak.14 
  
B. Pemeriksaan Perkara Anak Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 
lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir 
dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita 
hukum nasional yaitu memiliki undang-undang 
hukum acara pidana baru yang memiliki ciri 
kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945.15 

Sumber utama Hukum Acara Pidana di 
Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah 
kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara 
konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya 
berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga 
terdapat asas-asas hukum acara pidana. 
Sebagai sebuah “lex generalis” di bidang hukum 
KUHAP juga berlaku terhadap semua proses 
hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-
undang hukum pidana khusus kecuali dalam 
“lex specialist” tersebut diatur lain. Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada 
hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara 
pidana16 

Sebenarnya tidak ada bentuk (form) yang 
cocok  bagi peradilan anak, kecuali sebagai 
peradilan khusus seperti yang terjadi di negara-
negara yang telah mempunyai lembaga 
peradilan anak Indonesia bentuk dan 
kedudukan atau status peradilan anak 
berkaitan erat dengan sistem tata hukum 
negara kita telah mengenal peradilan umum 
tetapi istilah peradilan khusus baru dijumpai 
pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.17 

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu 
menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan perkara yang diajukan 
kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan 
memberikan keadilan yaitu hakim melakukan 

 
14Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di 
Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2. 
15Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum 
Acara Pidana, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2005, hal. 7. 
16 Ibid, hal. vii 
17Emeliana Krisnawati,  Aspek Hukum Perlindungan Anak, 
Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 60. 
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kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari 
kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian 
menghubungkan dengan hukum yang berlaku 
untuk memberikan putusan. Hakim berusaha 
menegakkan kembali hukum yang telah 
dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai 
penegak hukum.18 

Anak yang kebetulan melakukan kejahatan 
tetaplah sebagai anak, oleh karena itu ia 
tetaplah untuk mendapatkan hak-haknya 
sebagai anak serta melakukan kewajiban 
sebagai anak. Terhadap anak yang melakukan 
kejahatan sehingga disebut anak nakal, perlu 
segera untuk dilakukan berbagai tindakan 
sampai pada dengan pengajuan anak dalam 
proses pengadilan anak, namun demikian, kita 
tidak dapat mengharapkan sepenuhnya kepada 
proses pengadilan anak, karena masih terdapat 
kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-
kelemahannya19  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Pemeriksaan di Sidang 
Pengadilan. Pasal 52 ayat:  
(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim 

atau majelis hakim untuk menangani 
perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari 
setelah menerima berkas perkara dari 
Penuntut Umum. 

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh 
ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. 

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari. 

(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang 
mediasi pengadilan negeri. 

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai 
kesepakatan, Hakim menyampaikan berita 
acara Diversi beserta kesepakatan Diversi 
kepada ketua pengadilan negeri untuk 
dibuat penetapan. 

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil 
dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap 
persidangan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Pasal 53 ayat: 

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang 
khusus Anak. 

 
18 Ibid, hal. 61-62. 
19Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 21. 

(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari 
ruang tunggu sidang orang dewasa. 

(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu 
sidang orang dewasa. 

Pasal 54 Hakim memeriksa perkara Anak 
dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk 
umum, kecuali pembacaan putusan. Penjelasan 
Pasal 54 Pemeriksaan perkara Anak harus 
dilakukan secara tertutup di ruang sidang 
khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal 
tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat 
menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan 
secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak. 
Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut 
antara lain karena sifat dan keadaan perkara 
harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat 
perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya 
perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari 
keadaan perkara, misalnya pemeriksaan 
perkara di tempat kejadian perkara. 

Efek negatif pada anak akibat keterlibatan 
anak dalam proses peradilan pidana dapat 
berupa penderitaan fisik dan emosional, seperti 
ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, 
gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. 
Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, 
tegang, kehilangan kontrol, emosional, 
menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. 
Terjadi efek negatif ini disebabkan oleh adanya 
prose peradilan pidana, baik sebelum 
pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara 
dan efek negatif keterlibatan anak dalam 
pemeriksaan perkara pidana.20 

Pasal 55 ayat: 
(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib 

memerintahkan orang tua/Wali atau 
pendamping, Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. 

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau 
pendamping tidak hadir, sidang tetap 
dilanjutkan dengan didampingi Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya 
dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. 

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Meskipun pada 
prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung 
jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini 

 
20 Ibid, hal. 55. 
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terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat 
dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. 

Pasal 56 Setelah Hakim membuka 
persidangan dan menyatakan sidang tertutup 
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta 
orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan.  

Pasal 57 ayat: 
(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim 

memerintahkan Pembimbing 
Kemasyarakatan membacakan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan mengenai Anak 
yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, 
kecuali Hakim berpendapat lain. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berisi: 
a. data pribadi Anak, keluarga, 

pendidikan, dan kehidupan sosial; 
b. latar belakang dilakukannya tindak 

pidana; 
c. keadaan korban dalam hal ada korban 

dalam tindak pidana terhadap tubuh 
atau nyawa;  

d. hal lain yang dianggap perlu;  
e. berita acara Diversi; dan  
f. kesimpulan dan rekomendasi dari 

Pembimbing Kemasyarakatan.  
Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Ketentuan 

“tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk 
menghindari adanya hal yang memengaruhi 
jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi. 

Pasal 58 

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 
memerintahkan agar Anak dibawa keluar 
ruang sidang. 

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan 
tetap hadir. 

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan di depan sidang pengadilan, 
Hakim dapat memerintahkan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi didengar 
keterangannya: 
a. di luar sidang pengadilan melalui 

perekaman elektronik yang dilakukan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan di 

daerah hukum setempat dengan dihadiri 
oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya; atau 

b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh 
dengan alat komunikasi audiovisual 
dengan didampingi oleh orang tua/Wali, 
Pembimbing Kemasyarakatan atau 
pendamping lainnya. 

Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah 
Anak diberitahukan mengenai keterangan yang 
telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang 
sidang pengadilan.  

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, 
ini timbul karena terdapat sumber-sumber 
tekanan seperti: pertanyaan yang tidak 
simpatik; anak harus  menceritakan kembali 
peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu 
persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. 
Efek negatif setelah persidangan terhadap 
anak, hal ini disebabkan  dengan adanya 
putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan 
terhadap anak, maka stigma yang 
berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan 
sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.21 

Pasal 60 

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim 
memberikan kesempatan kepada orang 
tua/Wali dan/atau pendamping untuk 
mengemukakan hal yang bermanfaat bagi 
Anak. 

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi 
kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara 
yang bersangkutan. 

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan 
penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara. 

(4) Dalam hal laporan penelitian 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam 
putusan Hakim, putusan batal demi hukum. 

Penjelasan Pasal 60 ayat (4) Batal demi 
hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa 
dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pasal 61 

 
21 Ibid, hal. 55. 
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(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan 
dalam sidang yang terbuka untuk umum 
dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. 

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh 
media massa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial 
tanpa gambar. 

Pasal 62 

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan 
putusan pada hari putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan 
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
Penuntut Umum. 

Sumber utama Hukum Acara Pidana di 
Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah 
kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara 
konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya 
berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga 
terdapat asas-asas hukum acara pidana. 
Sebagai sebuah “lex generalis” di bidang hukum 
KUHAP juga berlaku terhadap semua proses 
hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-
undang hukum pidana khusus kecuali dalam 
“lex specialist” tersebut diatur lain. Berkaitan 
dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada 
hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara 
pidana22 

Sebagai suatu perundang-undangan yang 
bersifat khusus dasar hukum maupun 
keberlakuannya dapat menyimpang dari 
ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan 
terhadap ketentuan hukum acara (hukum 
formal), peraturan perundang-undangan tindak 
pidana khusus dapat pula menyimpang dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan 
perundang-undangan tindak pidana khusus dari 
aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang 
belum diatur dalam KUHP.23  

 
22 Ibid, hal. vii 
23 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 12. 

Dengan kata lain, penerapan ketentuan 
pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas 
lex spesialis derogate lex generalis yang 
mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat 
khusus akan lebih diutamakan daripada 
ketentuan yang bersifat umum.24  
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dimana hak-hak anak 
selama pemeriksaan perkara di 
pengadilan berupa perlindungan khusus 
melalui perlakuan secara manusiawi 
dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya. Anak perlu 
dipisahkan dari orang dewasa dan 
memperoleh bantuan hukum dan 
bantuan lain secara efektif serta 
memperoleh keadilan di muka 
pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang 
tertutup untuk umum dan tidak 
dipublikasikan identitasnya termasuk 
memperoleh pendampingan orang 
tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak.  

2.  Pemeriksaan perkara anak di sidang 
pengadilan menurut sistem peradilan 
pidana anak menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
telah mampu memberikan jaminan 
perlindungan bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum, karena pemeriksaan 
perkara anak dilakukan dengan upaya 
diversi dulu dan apabila tidak tercapai 
baru dilanjutkan ke proses persidangan. 
Anak disidangkan dalam ruang sidang 
khusus Anak dan wajib didampingi oleh 
orang tua/Wali atau pendamping, 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, dan Pembimbing 
Kemasyarakatan untuk mendampingi 
Anak. Hakim wajib mempertimbangkan 

 
24 Ibid, hal. 14. 
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laporan penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal 
laporan penelitian kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud tidak 
dipertimbangkan dalam putusan Hakim, 
putusan batal demi hukum dan putusan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.  

 
B.  Saran 

1.  Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 
selama pemeriksaan perkara di 
pengadilan memerlukan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan dari pemerintah, 
lembaga-lembaga non pemerintah atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat, agar 
dapat diketahui pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem peradilan pidana anak, 
telah berjalan dengan efektif atau masih 
terdapat kendala-kendala yang perlu 
diatasi. 

2.  Pemeriksaan perkara anak di sidang 
pengadilan menurut sistem peradilan 
pidana menurut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan 
pidana anak dan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak perlu dilaksanakan dengan 
dukungan hakim yang memeriksa 
perkara anak yang telah berpengalaman 
sebagai hakim dalam lingkungan 
peradilan umum dan mempunyai minat, 
perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah Anak serta telah mengikuti 
pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
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